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Ada Kekacauan
Koordinasi di KPK

Semua prajurit TNI yvang terlibat korupsi harus
segera diadili secepat-cepatnya dan diberi
sankst dua kali lipat lebih berat dari sanksi
pidana umum yang diberikan untuk sipil.

Yarue Pryatama WiavaaTmaja
yakuwh@medisndonesiocom

IMPINAMN Komisi Pem-

bBerantasan Kormpsi (KPK)

dinilai amatir dalam me-

nvikapikasus dugaan suap
yang melihatkan Kepala Basarnas
Marsekal Madya Henri Alfiandi,
Langkah KPK yang justru memilih
aundienst unmk koordinasi ke Pus
pom TNI juga merupakan langkah
yvang keliru,

“Pimpinan KPK amatir dalam
kasus ind, langkah THI juga kelira
datang ke KPK, pimpinan KPK yang
audiensi ke Puspom THT juga kelir,
Panglima THI juga tak boleh diam.”
tegas Direktur Elselutf Amnesty
International Indonesia Usman
Hamid dalam sebuah diskust publik
di Jakarta. kemarin.

Usman menuturkan kasus ko
rupsi yang menjerat prajurit TNI
it ialah tindak pidana Khusus yang
tittak hisa lagi diperdehatkan akan
diteruskan di peradilan militer
&1a L LN O,

"Yang terjadi sckarang bukan
tindak pidana umum, melainkan
tndak pidana khusus, baik siplhl,
militer, maupun polisi, sama-sama
mnduk pada hukum antikorapsi
ketika mereks melakukan tindak
pidana korapsi,” ujar Usman.

Narasumber lainnya, Ketua
Yayasan Lembaga Bantuan Hu-
kum Indonesia (YLEHI Muham
mad Isnur, bahkan menyebut ada
tindakan akrobatik hukum hingga
upaya pembelokaninformasidalam
kasus ini.

Menurut Isnur, terdapat keka-
cavan dalam koordinasi hingga
komunikasi di tnbuh KPK. Bahkan,
pembmpin hingga bawahan saling
menvalahkan.

Padahal, dalam UD KPE disebat
KPK berwenang menyelidiki me-
nvidik, hingga menangkap penye
lenggara negata atau Kabasarnas
karena posisinya ialah jabatan sipil.

“KPK herwenang memimpin,
mengoordinasikan mengendalilean
tipikor yang pelakunva. umum,
militer, dan sipil. Jadi vang perlu
dipahami KPK berwenang. UU TKI,
menjelaskan im,” tumarnya,

“Tadi kalan ada informasi vang
menjelaskan bahwa KPK tak ber
wenang, itu temtu melanggar hu-
kum dan disinformasi yang salah,”
tambahnya.

Diadili secapatnya
Pembleara lainnya, Mrekiur Ling
kar Madani Ray Rangkuti mengata-
kan menantikan Menhan Prabowo
Subianto untuk menyatakan sikap.
“Harus dijelaskan, dalam meng-

hadapi kasus ini bagaimana beliau
sebagal Menhan sckaligus copres,”
ungkap Ray.

Ray menyatakan perio evaluasi
perlihatan THT dalam jabaran sipil.
Menuruinya, militer sering kali
tak mau diakui sehagai hukan
siphl, melainkan senang bekerja di
ranah sipil. Namun. ketika hukum
sipil diberlakukan, mereka ik mau
menjalankannya.

"Kita ingatkan TN tingkat keper
cayaan masyarakat sekarang haik
jika dibandingkan dengan insinsi
negara lain. Ini menurit saya dapat
mencoreng TNT," ujarnva.

“Apa yang dilakukan militer
saal ind sayva kira mercka sedang
menumbuhkan ketidakpercayaan
masyarakat lagl terhadap TNL™
tambahnva.

Oleh karena ita, Ray mendesak
agar semua prajurit THI yang ter-
libat korupsi harus segera diadili
secepat-cepatnya dan diberi sanksi
dua kali lipat lebih berat dark sandksi
pidana umum yang diberikan un-
Tk sipdl,

Pada kesempatan terpizah. Wakil
Ketua Komisi [T DPR Ahimad Sahro
ni mendnrong Presiden Joke Wido-
do uwniuk turan tangan, Polemik
itn muneul karena ada prajurit THI
akrif yang diduga terlibat korupsi.

“Saya pikir untuk menengahi ke-
salahpahaman ing, Presiden schagail
panglima tertingei TH1 dan atasan
Lapgsung KPE, bisa mengajok kedua
belah pihak pimpinanuntuk berdis-
kusi menyelesaikan permasalahan
dari atas sehingga di bawah juga

bisa kondusif,” katanya., (Fah/X-5)



